BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) berupa Laporan Keuangan yang diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir;

b. bahwa laporan keuangan yang telah diperiksa badan pemeriksa

C.

keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas
telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Malinau yang
ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Malinau Nomor 16/DPRD/2015 tentang Penetapan
Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Malinau terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 menjadi Peraturan
Daerah;

bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2014.



Mengingat

:1.

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai
Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan

Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5362);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 43575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4659);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2013
tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau
Tahun 2013 Nomor 3);



29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau
Tahun 2014 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 15 Tahun 2014
tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau
Tahun 2014 Nomor 15);

Peraturan Bupati Malinau Nomor 161 Tahun 2013 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013
Nomor 161);

Peraturan Bupati Malinau Nomor 196 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita
Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 196);

Peraturan Bupati Malinau Nomor 197 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun
2014 Nomor 197).

Peraturan Bupati Malinau Nomor 210 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014
Nomor 210).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

Menetapkan :

dan
BUPATI MALINAU
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2014.



Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Berupa Laporan Keuangan memuat :

(2)

a. Laporan Realisasi anggaran;

b. Neraca;

c. Laporan Arus Kas;

d. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilampiri dengan
laporan kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) dan ikhtisar Laporan Keuangan

badan usaha milik daerah/Perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun
anggaran 2014 sebagai berikut :

a.

b.

Pendapatan ........cccoeoeiiiiiiiiiiiiiiiiin e Rp 1.841.569.105.990,61

Belanja .....cooveiiiniiiii Rp 2.085.507.602.923,07

Surplus/Defisit ...oeieiiiiiiiiii i (Rp 243.938.496.932,46)

Pembiayaan

- Penerimaan ........c.cooiiiiiiiiiiiiiiis e Rp 618.680.826.261,61

- Pengeluaran ..........coooiiiiiiiiii Rp 1.500.000.000,00

Pembiayaan Netto ........ccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiniiee, Rp 617.180.826.261.61

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran .........c.cccceeveuvenenenn.. Rp 373.242.329.329,15
Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai
berikut :

1.

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp 53.104.095.990,61 dengan rician sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan...... Rp 1.788.465.010.000,00
b. RealiSasi ...coviuiuiiiiiiiiiiii i Rp 1.841.569.105.990,61
Selisih Lebih/(Kurang)........c.cocooveieiiiiiinninennnnen. Rp 53.104.095.990,61



Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja Sejumlah Rp (315.617.364.338,54)
dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan............ Rp 2.401.124.967.261,61

b. RealisSasi ...ocoeviviviiiiiiiiiiiii Rp 2.085.507.602.923,07
Selisih Lebih/(Kurang) .........cccoveiiiiiiiiion.. Rp (315.617.364.338,54)

Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah

Rp(368.721.460.329,15) dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan ................ Rp (612.659.957.261,61)
b. Realisasi ...cocvviuiiiiiiiiiiii e Rp (243.938.496.932,406)
Selisih lebih/(Kurang)........cccoceeeviiiiiinininnnn... Rp (368.721.460.329,15)

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp
(979.131.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah
PETUDANAN. .. it Rp 619.659.957.261,61

b. RealiSasi «.ocovvvviiiiiiiiiiiii Rp 618.680.826.261,61
Selisih Lebih/(kurang).........c.coceveveviieninenen.. Rp (979.131.000,00)

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp (5.500.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaraan pembiayaan setelah
perubahan.......coviiiiiiii i Rp 7.000.000.000,00

b. RealiSasi ...covuiuiiiiiiiiiiiii i Rp 1.500.000.000,00
Selisih lebih/(Kurang) .......cccocevveviiiiiiiininnnen, Rp (5.500.000.000,00)

Selisih  anggaran  dengan  realisasi pembiayaan netto  sejumlah
Rp 4.520.869.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto setelah
perubahan.............ooooii Rp 612.659.957.261,61

b. RealiSasi ....coeveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Rp 617.180.826.261,61
Selisih lebih/(Kurang)........c.cccoceveiiienennnnen.. Rp 4.520.869.000,00



Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 30 Desember 2014
sebagai berikut :

a. Jumlah ASet ....ovuiiiiiii Rp 6.572.994.356.648,00

b. Jumlah Kewajiban..........c..oooiiiiiiiii. Rp 7.327.355.206,11

c. Jumlah Ekuitas dana ..........cccoceviiiiiiiiiiiiiinnn, Rp 6.565.667.001.441,89
Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢ untuk tahun yang
berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2014, Sebagai Berikut :

a. Saldo awal kas di BUD per 1 Januari 2014 .......... Rp 611.460.200.949,91

b. Saldo awal kas di BLUD per 1 Januari 2014 ........ Rp 3.400.150.602,70

c. Arus kas dari aktivitas operasi .......c.coceieiiiiiennn.n. Rp 607.595.982.181,33

d. Arus kas dari aktivitas investasi aset non
KeUANGAN . ..ot Rp(859.271.992.381,43)

e. Arus kas dari aktivitas pembiayaan..................... Rp (418.131.000,00)

f. Arus kas dari aktivitas non anggaran................... Rp (5.884.168.415,52)

g. Saldo akhir kas di BUD per 30 Desember 2014...... Rp 365.250.228.165,33

h. Saldo akhir kas di bendahara pengeluaran .......... Rp 783.320.959,40

i. Saldo akhir kas di bendahara penerimaan ........... Rp 201.720.902,50

j- Saldo akhir kas di Badan Layanan Umum Daerah..Rp 9.767.300.270,70

k. Saldo akhir kas lainya........c.ccoceeveuviiiniiininiiininenn.n. Rp 2.117.954.938,52

1. Saldo akhir Kas....cccoeiiiiiiiiiiiiii Rp 378.120.525.236,45
Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun
anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas
pos-pos laporan keuangan.



Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1
tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I

Lampiran 1,1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran 1.5

Lampiran 1.6

Lampiran 1.7

Lampiran 1.8

Lampiran 1.9

Lampiran I.10 :

Lampiran .11 :

: Laporan realisasi anggaran;

: Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan,;

Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan
kegiatan,;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah
dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;

: Daftar piutang Daerah;
: Daftar penyertaan modal (investasi)daerah;

: Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap

daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai
akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya;

Daftar dana cadangan daerah;dan

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

b. Lampiran II : Neraca;

c. Lampiran III : Laporan arus kas;

d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri

dari :

a. Laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) tercantum dalam lampiran V
peraturan daerah ini.



b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah /perusahaan daerah
tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9
Bupati menetapkan  peraturan  kepala daerah = tentang  penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 29 juni 2015.

BUPATI MALINAU

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 29 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH,

ADRI PATTON
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2015 NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN
UTARA : (1 / 2015)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG HUKUM,

JEMI,SH,M.Si
PENATA TK.III/d
Nip.19690627 200312 1 008
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